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Puji syukur atas segala karunia-Nya sehingga buku berjudul “Pengelolaan
Sumber Daya Pertambangan dan Energi: Kasus Panas Bumi dan Batu
Bara” dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Buku
yang merupakan kumpulan tulisan para peneliti Pusat Penelitian-Badan
Keahlian DPR RI ini membahas beberapa permasalahan terkait pengelolaan
SDA Indonesia, khususnya terkait panas bumi dan batu bara.

Selama ini, pengelolaan SDA masih bersifat parsial dan cenderung
ego- sektoral, baik antara pusat dan daerah maupun antar K/L. Kondisi
ini diperlemah dengan keberadaan UU No. 23 Tahun 2014, penarikan
kewenangan pengelolaan SDA dari kabupaten/kota ke pusat dan
provinsi. Akibatnya, partisipasi daerah dalam hal ini kabupaten/kota
dalam pengawasan dan pengelolaan SDA secara umum akan lemah.
Hal ini merefleksikan sebuah fenomena yang anomalistik bagi daerah
sebagai penghasil SDA tersebut. Penarikan kewenangan ini membuat
panjang dan jauhnya proses perijinan, diperburuk lagi dengan kurangnya
SDM yang menangani. Dampak lain bahwa kebijakan pengelolaan SDA
juga belum menganut asas-asas pengelolaan SDA sesuai dengan tata kelola
yang baik. Akibatnya, pengelolaan SDA cenderung lebih didorong oleh
pengejaran kepentingan ekonomis, jangka pendek, dan bahkan dalam
batas tertentu, sangat politis.

Luasnya aspek dalam pengelolaan SDA tidak memungkinkan untuk
dibahas secara menyeluruh dan detail. Buku ini hanya membahas secara
detail mengenai isu sosial dalam pengembangan pembangkit listrik
tenaga panas bumi, isu kebutuhan dan kendala pembangunan infrastruktur
pertambangan serta isu Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
Namun demikian, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan
sumbang saran dan masukan dalam upaya menuntaskan permasalahan
pengelolaan SDA, memberikan manfaat bagi penyusunan undang-undang,
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pengawasan, dan tugas-tugas kedewanan lainnya yang terkait dengan
pengelolaan SDA Indonesia.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof.
Dr. Achmad Suryana MS, yang telah mencurahkan waktu dan pemikirannya
secara cermat dan detail sehingga buku ini layak untuk diterbitkan.
Kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan untuk perbaikan
karya-karya Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI ke depan.
Selamat Membaca.

Jakarta,  September 2018
Kepala Pusat Penelitian-BK DPR RI,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
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Kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) cukup
besar bagi perekonomian nasional. Melalui kinerja sektor ini masyarakat
banyak antara lain dimudahkan mobilitasnya ke berbagai tempat karena
ketersediaan bahan bakar yang cukup bagi alat tranportasi, ibu rumah
tangga lebih praktis dalam melakukan masak-memasak karena tersedia
bahan bakar gas dengan harga terjangkau, dan penerangan listrik
bersubsidi tersedia bagi rumah tangga pelanggan berpenghasilan rendah
di seluruh Indonesia. Demikian juga sektor industri dapat mengoperasikan
unit usahanya karena tersedianya sumber daya energi dan bahan bakar
bagi aktivitas bisnisnya.

Pada tahun 2017 sektor ESDM menghasilkan penerimaan negara
sebesar Rp178,1 triliun, terdiri dari pendapatan negara bukan pajak
(PNBP) Rp129,1 triliun dan Pajak Penghasilan Migas sebesar Rp49
triliun. Besaran angka PNBP tersebut menyumbang hampir 50 persen
terhadap target PNBP nasional tahun 2017. Di sisi lain, pemerintah
mengeluarkan anggaran subsidi energi sebesar RP97,6 triliun, salah
satunya karena adanya penambahan subsisi listrik bagi 2,44 juta pelanggan
rumah tangga dengan daya 900 Va, sehingga jumlah penerima subsidi
listrik mencapai 6,54 juta rumah tangga pelanggan (Kementerian
ESDM 2018).

Lingkup energi dan sumber daya mineral sangat luas, baik jenis
komoditasnya maupun usahanya. Buku ini yang berjudul “Pengelolaan
Sumber daya Pertambangan dan Energi: Kasus Panas Bumi dan Batu
Bara”, tidak dimaksudkan untuk membahas secara komprehensif keseluruhan
sektor ESDM ataupun keseluruhan cakupan aktivitas pertambangan
dan energi. Buku ini difokuskan pada pembahasan tiga topik, yaitu isu
sosial dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi,
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pengembangan infrastruktur pertambangan, dan domestic market
obligation batu bara.

Indonesia memiliki potensi sumber daya energi baru dan terbarukan
(EBT) yang besar. Potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia mencapai
28 GWe (gigawatt electrical) atau setara dengan 40 persen dari cadangan
dunia. Sebagai sumber energi primer yang dinilai cukup bersih dengan
tingkat emisi yang rendah, pengembangan panas bumi sebagai sumber
pembangkit listrik memiliki tingkat kelayakan yang tinggi baik secara
teknis, sosial-ekonomi, maupun lingkungan. Istilah lain dari pengembangan
energi listrik dari panas bumi ini adalah pembangkit listrik tenaga panas
bumi (PLTP).

Dalam implementasinya di lapangan, pengembangan PLTP
menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan utama yang sering
terjadi adalah rendahnya dukungan sosial dari masyarakat setempat
terhadap kegiatan PLTP. Hal ini terjadi akibat dari proses akuisisi lahan
masyarakat yang terkena pembangunan sering disertai konflik, kurangnya
pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha, dan nilai-nilai
sosial budaya yang dibawa atau terbawa oleh para pelaksana pembangunan
merubah tatanan nilai-nilai sosial budaya setempat. Selain itu, masyarakat
juga merasakan munculnya permasalahan lingkungan seperti pencemaran
air di sekitar lokasi pengembangan, kebisingan akibat beroperasinya alat
berat, dan perubahan fisik lingkungan di lokasi pengembangan dan
sekitarnya.

Sejumlah persoalan di atas berdampak pada lambatnya
pengembangan PLTP jika dibandingkan dengan pengembangan sumber
energi dari EBT lainnya. Dua hal yang menjadi alasan utama terjadinya
situasi seperti ini. Pertama, lemahnya dukungan atau penerimaan sosial,
karena aktivitas pembangunan PLTP yang masif dan berskala besar
dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya (antara lain kebisingan
dan hiruk pikuk) mengusik ketenangan yang selama ini dirasakan
masyarakat setempat. Munculnya beberapa kasus penolakan sosial dalam
proses pembangunan PLTP menunjukkan bahwa dukungan sosial
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menjadi sebuah permasalahan penting yang perlu diselesaikan dengan
tuntas. Kedua, lemahnya dukungan politik karena lamanya waktu yang
dibutuhkan untuk pengembangan PLTP, sedangkan periode pemerintahan
memiliki siklus lima tahunan sehingga insentif untuk memberikan
dukungan bagi dimulainya investasi tidak terlalu besar.

Mengingat peran penting PLTP sebagai sumber EBT untuk
mendukung penyediaan energi secara nasional, pengelolaan isu sosial dalam
pengembangan PLTP menjadi sangat penting. Artikel pertama yang
ditulis oleh Hariyadi membahas persoalan tersebut dan menyajikan saran
untuk menanganinya. Artikel ini berjudul “Pengelolaan Isu Sosial dalam
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi”.

Hariyadi menyatakan pengelolaan isu sosial sebagai bagian dari
pemenuhan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam
pengembangan PLTP tidak hanya sekedar sebagai sebuah aktivitas pelengkap,
tetapi juga sebagai salah satu komponen wajib dalam setiap pengembangan
PLTP. Tiga hal berikut ini ditawarkan sebagai alternatif kebijakan yang
dapat diambil pemerintah untuk menanganinya, yaitu: Pertama,
penguatan kemauan politik negara berupa pelaksanaan Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan penegasan kebijakan
dasar politik negara (structural setting) dalam pengembangan energi
terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, pengelolaan isu sosial
dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya keadilan distributif dan
keadilan prosedural sehingga dapat mendorong partisipasi, perlindungan
kekayaan sosio-kultural, dan lingkungan. Ketiga, dalam konteks penegasan
politik pembangunan berkelanjutan, seluruh pembangunan sektoral
harus diarahkan untuk memperkuat kualitas kehidupan sosial sehingga
pembangunan tersebut dapat bersifat adil dan inklusif.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang
cukup melimpah, utamanya di sektor pertambangan, membutuhkan
infrastruktur yang tepat dan memadai untuk memanfaatkan semua
kekayaan alam tersebut guna mengembangkan perekonomiahn nasional
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal itu,
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infrastruktur pertambangan harus dibangun secara kontekstual berdasarkan
keberadaan potensi dan sumber daya pertambangan yang ada pada
setiap daerah.  Achmad Wirabrata menulis topik tersebut sebagai artikel
kedua dalam Buku ini, dengan judul “Kebutuhan dan Kendala
Pembangunan Infrastruktur Pertambangan”.

Infrastruktur dan sumber daya alam merupakan dua aspek penting
dan vital yang saling terkait untuk mempercepat proses pembangunan
daerah. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu
roda penggerak pertumbuhan ekonomi mengingat laju  pertumbuhan
ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan
infrastruktur dan sumber daya alam.

Achmad Wirabrata mejelaskan saat ini kondisi infrastruktur energi
Indonesia belum optimal. belum adanya ketersediaan infrastuktur yang
menghubungkan lokasi terdapatnya sumber energi ke konsumen,
seperti pelabuhan, loading-unloading facility, dan jaringan distribusi
yang membentuk konektivitas nasional. Sebagai gambaran, pertumbuhan
penduduk Indonesia masih positif dan setiap tahunnya penduduk
bertambah. Sementara itu, pembangkit listrik yang tersedia hanya sekitar
45 gigawatt (gw). Di sektor migas, kapasitas kilang nasional belum dapat
memenuhi semua kebutuhan bahan bakar, sementara infrastruktur gas
bumi juga masih terbatas. Selain itu, sumber daya energi juga difungsikan
sebagai sumber pendapatan nasional. Energi fosil, yakni gas dan batu bara,
diekspor dalam jumlah besar.

Menilik data di atas, pemanfaatan sumber daya pertambangan
khususnya batu bara, perlu dioptimalkan, terlebih program pemerintah
tahun 2014-2019 yang menekankan pada pembangunan daerah terkait
infrastruktur. Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana
pembangunan infrastruktur pertambangan memberikan kontribusi
maksimal untuk daerah, dan lingkungan pasca-pertambangan tidak
berdampak negatif terhadap warga sekitar.

Topik ketiga yang disajikan dalam Buku ini membahas pengelolaan
pertambangan batu bara ditulis oleh T. Ade Surya. Pergeseran penggunaan
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sumber energi ke produk yang lebih ramah lingkungan telah membuat
batu bara mulai banyak ditinggalkan oleh negara-negara maju. Di pihak
lain sebagai sumber energi, batu bara masih diminati dan masih tersedia
permintaan yang cukup besar dari pasar domestik maupun internasional,
karena harga yang lebih murah dibanding sumber energi lain dan
keragaannya sebagai bahan bakar pembangkit listrik cukup baik.

Peningkatan konsumsi batu bara selain sebagai sumber energi, juga
didorong oleh pesatnya perkembangan industri berbasis batu bara (seperti
semen, kertas, tekstil) dan adanya peluang perkembangan industri
pengolahan batu bara seperti bracketing, gasifikasi, dan liquifikasi batu
bara. Oleh sebab itu, pemerintah masih memprogramkan untuk
meningkatkan konsumsi domestik batu bara sehingga komoditas ini
mampu memasok sekitar 30 persen dari pencampuran energi (energy mix)
nasional pada tahun 2025.

Kebutuhan batu bara yang semakin tinggi ternyata tidak diimbangi
dengan besarnya cadangan batu bara. Berdasarkan perkiraan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diperkirakan dengan tingkat
produksi seperti sekarang, cadangan batu bara nasional akan habis dalam
waktu 70 tahun. Secara keseluruhan, cadangan batu bara Indonesia
dinilai cukup memenuhi kebutuhan untuk beberapa dekade mendatang,
namun sekitar 60 persen kualitas produksinya termasuk pada kategori
medium rank coal atau berkalori 5.100-6.100 kkal/kg. Dibandingkan
dengan negara-negara lain, cadangan batu bara Indonesia tersebut hanya
sekitar 26,2 miliar ton atau hanya tiga persen dari cadangan batu bara
di dunia. Dengan demikian, dapat dipahami adanya kebijakan pemanfaatan
batu bara yang mengutamakan bagi konsumsi di dalam negeri.

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban
memenuhi pasar domestik oleh produsen batu bara dikeluarkan sejak
tahun 2009 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang
Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk
Kepentingan Dalam Negeri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk
memastikan industri-industri domestik yang menggunakan batu bara



6

dapat memperoleh kepastian bahan baku dan bahan bakar, baik jumlah
dan harganya. Pada intinya, kebijakan tersebut menetapkan 25 persen
dari total produksi batu bara harus dijual ke dalam negeri dengan kualitas
batu bara tertentu. Sedangkan sisanya dapat dilakukan untuk memenuhi
pasar ekspor. Selain batasan jumlah, harga batu bara dengan kualitas
tertentu tersebut juga diberikan patokan harga maksimal USD70 per ton
untuk kalori 6.322 kkal/kg atau mengikuti Harga Batubara Acuan (HBA)
jika di bawah USD70 per ton.

Dalam perkembangannya, seperti yang dibahas oleh T. Ade Surya
dalam artikel ketiga buku ini yang berjudul “Domestic Market Obli-
gation Batubara dalam Konteks Kebijakan Energi Nasional”, kebijakan
DMO ini mengalami berbagai penyesuian mengikuti perkembangan
industri dalam negeri dan pasar internasional. Malahan pada
pertengahan tahun 2018 muncul wacana atau rencana mencabut
kebijakan ini. Alasannya, pemerintah sangat membutuhkan devisa dari
ekspor batu bara untuk mendorong surplus neraca perdagangan nasional.
Rencana pencabutan DMO pun mengundang polemik secara terbuka,
yang akhirnya memengaruhi pemerintah untuk tidak melaksanakan
rencana kebijakan pencabutan DMO batu bara tersebut.

Artikel yang ditulis T. Ade Surya ini menganalisis permasalahan
tersebut untuk memahami secara kompresensif isu penerapan kebijakan
DMO ini. Tulisan dimulai dengan menyajikan ekonomi batu bara,
selanjutnya dibahas kebijakan DMO batu bara dikaitkan dengan
implementasi kebijakan energi nasional dan dukungan terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan DMO batu bara merupakan bentuk keberpihakan
pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya energi untuk memenuhi
keberlangsungan pasokan batu bara sehingga pada akhirnya mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut sebenarnya
sebagai jalan tengah yang menjembatani antara eksistensi energi yang
sejatinya ‘harus’ dikelola dan dikuasai oleh negara dengan tuntutan
liberalisasi di banyak bidang.
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Pembangkit Listrik Tenaga Uap menjadi pengguna akhir yang paling
banyak mengkonsumsi DMO batu bara dengan tingkat pertumbuhan
konsumsi mencapai 0,6 persen per tahun selama periode tahun 2011-
2017. Namun sayangnya, realisasi volume DMO batu bara jarang sekali
dapat memenuhi target jumlahnya. Banyak faktor yang memengaruhi
DMO batu bara sehingga tidak mampu mencapai targetnya, antara
lain (a) pertumbuhan ekonomi dianggap belum maksimal, (b) kebijakan
DMO batu bara diaplikasikan tanpa melihat kesesuaian antara kualifikasi
kualitas batu bara konsumen dengan kualitas batu bara produsen yang
diwajibkan, (c) adanya kendala pembangunan proyek PLTU, baik
teknis maupun non-teknis, (d) penetapan harga batu bara dipengaruhi
pasar batu bara global, (e) keterbatasan data dan pengawasan, dan (f )
belum adanya progam hilirisasi batu bara (gasifikasi, pencairan, upgrading)
yang beroperasi secara komersial dalam skala yang besar.

Pembatalan rencana pencabutan DMO batu bara dinilai tepat
dilakukan saat ini karena selain dapat menghindari peningkatan beban
finansial oleh PT PLN (Persero), hal tersebut diharapkan juga mampu
menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui tarif listrik yang tetap
terjaga. Selain itu, wacana pungutan ekspor batu bara dapat diterapkan
sebagai bagian upaya pemerintah dalam mengembangkan ekspor batu
bara jika penetapan sistem DMO batu bara berubah berdasarkan
kualifikasi kualitas batu bara. Pungutan tersebut dapat digunakan untuk
mengkompensasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan batu bara
serta untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan di masa
mendatang, seperti biofuel.

Kebijakan DMO batu bara, baik saat ini maupun dalam jangka
panjang, harus dievaluasi secara menyeluruh sehingga mampu berjalan
efisien. Harga batu bara di pasar dunia sebenarnya reflektor paling kentara
yang menunjukkan bagaimana tingkat daya saing batu bara dan daya
saing industri nasional pengguna batu bara.

Ketiga naskah di atas cukup mendalam membahas permasalahan
dan alternatif penanganannya. Informasi yang terkandung dalam buku
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ini berguna sebagai rujukan dan bahan pertimbangan bagi para pengambil
kebijakan baik di lingkup eksekutif (pemerintah, pemerintah daerah)
maupun legislatif (DPR, DPRD), serta pelaku usaha di sektor industri
terkait. Ketiga tulisan ini memiliki kesamaan semangat untuk memajukan
sektor pertambangan dan energi nasional. Walaupun demikian, setiap
tulisan merupakan naskah utuh yang dapat dibaca tersendiri. Selamat
menyimak.

Prof. (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.
Editor
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Tiga artikel yang tersaji dalam buku ini memperlihatkan dua hal,
yaitu (1) pentingnya peran pertambangan dan energi dalam per-
ekonomian nasional dan kehidupan masyarakat dan (2) setiap aktivitas
di dalamnya menghadapi permasalahan besar yang harus diselesaikan dengan
baik. Pengembangan PLTP ataupun pertambangan batu bara memerlukan
pembangunan infrastruktur yang tepat dan memadai untuk pemanfaatannya,
dan pasti diikuti oleh isu sosial dari masyarakat sekitarnya yang
memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh. Ketiga artikel ini
menyajikan kepada pembaca bahwa pada saat melakukan pemanfaatan
sumber daya pertambangan dan energi, permasalahan yang harus
ditangani cukup nyata, namun itu tidak seharusnya menjadi penghalang
atau kendala dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hariyadi menyatakan pengelolaan isu sosial dalam pengembangan
PLTP tidak hanya sekedar sebagai suatu kegiatan pelengkap, tetapi
sebagai salah satu komponen wajib dalam setiap pengembangan PLTP
yang berwawasan lingkungan. Salah satu alternatif yang ditawarkan
penulis untuk menanganinya adalah penguatan kemauan politik negara
berupa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Panas Bumi dan penegasan kebijakan dasar politik negara dalam pengembangan
EBT dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Melalui
pelaksanaan Undang-Undang ini termasuk penjabaran dan implementasinya
di lapangan dalam bentuk peraturan perundangan di bawahnya, mulai
dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri,
sampai Peraturan Daerah, permasalahan ini seyogyanya dapat terselesaikan
dengan baik.

Achmad Wirabrata mengulas secara mendalam hubungan
pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam.
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Keduanya saling mengait dan penting dalam rangka mempercepat
pembangunan daerah dan nasional. Infrastruktur memegang peranan
penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi
mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak
dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam.
Sementara itu, sumber daya alam merupakan modal dasar bagi
pengembangan ekonomi daerah dan nasional, sehingga dengan pengelolaan
yang optimum termasuk penyediaan infrastruktur yang tepat dan
memadai, sasaran pembangunan nasional dapat tercapai.

T. Ade Surya menjelaskan kebijakan DMO batu bara merupakan
bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya
energi untuk memenuhi keberlangsungan pasokan batu bara bagi industri
dalam negeri. Kebijakan DMO ini merupakan salah satu instrumen penting
pemerintah dalam mengelola keseimbangan antara kepentingan pemenuhan
pasar ekspor untuk mengahasilkan devisa dan pemenuhan bahan baku
atau alat produksi (sumber energi) bagi perkembangan ekonomi domestik.
Kebijakan DMO ini seyogyanya dirancang sedemikian baik dengan
mempertimbangkan berbagai aspek bisnis sehingga pada akhirnya
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Dengan cacatan di atas, diharapkan para pembaca dapat terilhami
setelah membaca buku ini, terutama para pengambil kebijakan dan para
pelaku usaha di sektor pertambangan dan energi. Semoga Buku
“Pengelolaan Sumber daya Pertambangan dan Energi: Kasus Panas
Bumi dan Batu Bara” bermanfaat bagi pembacanya.

Prof. (Riset) Dr. Achmad Suryana, M.S.

Editor
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